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nama PEMOHON PUU sebagai PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 08 Mei 2020 bermaterai cukup dalam hal ini bertindak bersama-
sama ataupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hirarki kedudukan UUD 1945
lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang
tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Dalam
hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan merugikan maka pengujiannya dilakukan oleh
MAHKAMAH KONSTITUSI dalam permohonan Pengujian Undang Undang (“PUU")
dengan demikian PEMOHON mengajukan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tanggal
diundangkan 16 Agustus 2017 sebagaimana norma berikut ini:

a Pasal 1 angka 28 berbunyi “Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden yang
selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai potitik yang telah memenuhi persyaratan”

b Pasal 221 berbunyi “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu)
pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”

¢ Pasal 222 berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 255 (dua
puluh-lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR
sebelumnya”

d Pasal 225 ayat (1) berbunyi “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat
mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden
sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD"

e Pasal 226 ayat (1) "“Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu’-

f Pasal 230 ayat 2 berbunyi "KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau
‘pimpinan Partai Politk yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kellma

e _— pm—— e —

J,-' sejak‘dtterlmanya surat penpalonan————- \

L;k [\ ]""‘ n | "',': | U

asal 231' '

(1) pa!am \hal pprsyaratgn admlnlstratlf ba al” F’asangan Calon sebaga:mana M
dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 22 belum iengkdp, KI?U memberikan | |
‘kesempatan~leplnan"f(edada Partai“Politik atau’ Gabungan—Partai~Politik~

dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) | har: sejak diterimanya surat__

7 ""i pembentahyan hasi| verifikasi-dari KPU| sebagasmana drmaksud dalam Pasal
~ 230ayat(2). | | r

(2) Partaz Politik atau, para p|mpTha|%| Partai F'ol]ttk ang bergabung daniataulbakal i
I 'Pasangan CalonJ menye ahkan hasil per @llﬁan f danialau kelengkap’an
persyara{an admlnistratlf bakat Pasangan Calor] Iﬁgpad“a KPU pallng Iamé

Halaman 2

|
!

i
1
1



pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasH verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan
Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal
Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil
perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

h Pasal 234 Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua
calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan teraf sampai dengan 7 (tujuh) hari
sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil
Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal
Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan
bakal Pasangan Calon pengganti.

i Pasal 237

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak
penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum
hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat
mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU
paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhimya
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon
penggantt, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dilanjutkan dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

j Pasal 238

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum
dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas)
hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai ‘berakhirnya
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon
pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara
terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden pada putaran kedua

k Pasal 269
(1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas
- pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-
‘seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta
% “. per‘r‘ﬁlu Premderi“d:};m Wak‘ﬂPresMer‘ —  — l
| .V i3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Fresiden dan ‘Wakil F’resmien i |
o ' sebagaimana dln}aksud( pada ayat | (2r;| Pasangan \Calon berkoordinasi
.;,-" dehgan par‘tai po]ltlk atau Gabungan Partal Polltlk pe’ngusu. ' -

S
-

| .
1 f n B | f
— I’-—Pasal* 427 ay l) Balam hal~'calon Presuden dan Wakll Presiden “terpilih
berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka
Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih
= Presiden dan-Wakil-Presiden dari dua Pasangan Calon yang dlusuﬂkan oleh |
{f ™ parta!, polltlk at%u gpbungaq p?rtar politik yang, Pasaqgan balonnya meralh suara
l Irterbqnyak pert ma, dan kedua . -

‘ o : - l ; \ /1l i _.J '»—J I"I Il ! f '—-!
| o | / — 1
ll'ea hLapiKon§f|tuSI UUD f1945lpqrqbqhan berlkut: __.F [ ] 1\
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Pasal 1 ay 3; Pasal 4 ayat (1); Pasal 6 ay 1 dan ay 2; Pasal 22E ayat (1), Pasal 27
ayat (1); Pasal 28 D ay 1; pasal 28 H; pasal 28| ay 4; pasal 28J ay 1 dan ayat (2);
Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (1); dan Pasal 33 ayat (4)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

: 8

Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi”
Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik,
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk: (@) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945"
Bahwa pasal 29 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusuannya
bersifat fnal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena Permohonan Pengujian
Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah. Konstitusi
berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang a-

quo;

B. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PEMOHON

1,
- (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang

,m milik

Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi

berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka
Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan
Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya

Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang

merﬁbenkan pehafswaq terhadap sebuah “ketentuan) pasal-pasal Undang- |

Undang agar| ber esesualalp dengan rllaf-nllal konstitusi. Tafsir Mahkamah | |

Konstltu5| ter \ada konstltusmnalltas lpasal pasal Undang Undang tersebu!
ehﬁpa}kan tafsir satp satunya (the sole~interpreter of constilutlon yang

miliki’ ma na—émb1gu “tidak jelas-‘-danfatau* multi’ tafsir- dapat= pula
dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi

Bahwa pengakuan hak setiap warga negara_Indonesia untuk _mengajukan__

permohorlaril pengunan “Undang- Undang terhadap Undang Undang Dasar |

1945 merupakan satu mdlkator perkembangan Ketatanegaraan yang p05|tif

— _.iyand meref[eksikan adahya kemajuan bagi penguatan pr|n5|p prms:p negara
':l ' | hUkum ] - g — T | T i 1 | k' ! |

i B | i i -
| | I il Y | i 4 JI

W
4 i | | i 1 ,-(‘
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Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari

“constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah

Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi

manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara.

Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan

permohonan uji materiil Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

tentang KUHAP

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang menyatakan bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;

c. badan hukum publik atau privat;

d. lembaga negara.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun

2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional

adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-I11/2005 dan

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah

Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai

berikut:

a. harus ada hak daniatau kewenangan konstitutional Pemohon yang

““diberikan olen UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; —

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian; dan

~ e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak

akan atau tidak lagi terjadi.
Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No. U22!PUU X11/2014, dfsebutkan;‘bahwa‘“i

T A

\garga masyarakat gbrpbayar pajak (tax pa)(ers) dipandang memiliki .
Ifepenﬂngan sesuai dengaq Pasal §1 UU No.' 24 Tahun] 2003 tentang
Maﬁka ah lﬁcd)r]stl usi; Hal ini sesuai de gan adaglum'“no lleatlon ‘\without
part:c;lp tlon an 4 seballﬁnya “no partic pat|0n wzthout tax”. |tegaskan MK |

' lisgtiap-wargd negara-pembayar pajak-mempunya hie-kongtitdsiondidntdie

mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

1

1. PEMOHONladaIah warga ﬁegara asli (prlbumi Sejak 31(tga) ketglruani yang 1

di'l-éetahumya mas!h ada Kt buran Ayah Kaf(eknyg sebagal ISuku dawa D’an
da!am I;ehldupuannya dlkenal sebagal tokoh masxarékat darl keglatannya

Halaman 5

L
1



super natural sehingga memiliki daya intuisi yang tinggi untuk melihat untuk
menjadi Calon Presiden dan atau Wakil Presiden harus dibukan dari
pencalonan independen atau tidak dibatasi dari Partai Politik atau gabungan
partai politik sebagaimana yang berlangsung paska amandemen UUD 1945—

., PEMOHON selain memiliki indera ke-6 dan praktek supernatural maka
merasa perlu untuk diberikan juga hak konstitusinya akibat norma UU yang
tidak memberikan ruang kepadanya menjadi Calon Presiden atau Wakil
Presiden sehingga mengajukan pendiriannya tersebut ke Mahkamah
Konstitusi dalam suatu PUU guna menyatakan tidak sah norma yang gelap
sehingga menjadi norma yang terang membuka jalan mencalonkan dirinya
sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden pada pemilihan berikutnya

. PEMOHON berpendapat tidak baik bagi dirinya menjadi Calon Presiden atau
Wakil Presiden melalui partai atau gabungan partai karena berakibat Sumpah
Sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebatas dimulut karena hanya
akan sebagai Pekerja Partai dan tunduk kepada Ketua Partai dan atau
Anggota/ Kader/ Pengurus Partai sehingga akan menyulitkan dirinya dalam
mengamalkan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila

. PEMOHON mengakui niat maju menjadi Calon Presiden dan/atau Wakil
Presiden setelah dibukanya ruang tersebut setelah menghitung angka
kelahiran kebangkitan sejarah Indonesia tahun 1928, 1945, 1966, 1998 dan
sekarang 2020 yang diasumsikan dengan sorang jabang bayi yang masih
dalam kandungan lbunya dan akan lahir sudah masuk fase kontraksi si Ibu
yang mengandungnya maka demikian juga perjalanan demokrasi kita akan
perlu suatu cara hukum tanpa perbuatan melanggar hukum untuk dapat
melakukan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sah dan sempurna
tanpa melalui pencalonan dari Partai Politik atau gabungan partai politik

. PEMOHON mengajukan PUU a-quo dengan maksud untuk dapat menjadi
Calon Presiden atau Wakil Presiden pada PEMILU berikutnya karena
berdasarkan Surat Putusan MK nomor 14/PUU-X1/2013 dalam AMAR
PUTUSAN angka 2 berbunyi “Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas
berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan
umum seterusnya” dengan demikian apa-apa yang telah menjadi
pertimbangan Mahkamah dan fakta persidangan MK yang relevan dengan
permohonan a-quo akan menjadi bagian permohonan secara mutatis mutadis-

. PEMOHON dengan menggunakan undang-undang sebagaimana putusan
nomor 14/PUU-XI/2013 adalah untuk memberikan pemahaman yang sama
dengan YANG MULIA MAJELIS HAKIM MK sebagaimana Pasal 6 A UUD
1945 ayat 3 dan 4 telah dilanggar pada Pemilu Presiden 2019-2024 lalu maka
tidak ‘akan menjadi permasalahan juga dalam permohonan|ini juga dilanggar |
sepanjang argumen dapat mengalahkan| hiat jahat dari pembuat Konstitusi
perubahan ke-3 pada ayat 2,/ 3 dan perubahan ke-4 ayat 4

. PEMOHON memiliki dan- telah menggunakan 'hak demokrasinya dengan
‘memilih-Anggota-DPR-dan-DPD pada setiap pemilihan-umum-sebagaimana
Anggota yang dipilihnya itu dengan tujuan mewakili kedaulatannya sebagai
Rakyat vide UUD 1945 perubahan ke-3 pada pasal 1 ayat (2) Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar dengan demikian tidak pernah diberikan kedaulatan tersebut kepada
Anggota DPR dan DPD guna melakukan perubahan/ amandemen batang
tubuh UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) berbunyi "Pasangan calon Presiden dan

Wakil| Presiden diusulkan oleh partai politik' atau’ gabungan partai politik
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peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” sehingga
dengan demikian konstitusi tersebut tidak memberikan manfaat kepada
PEMOHON dan telah membatasi batu uji kerugian konstitusi PEMOHON tidak
akan menggunakan Pasal 6A ay 2 UUD 1945

8. PEMOHON sejak terjadinya pembubaran Lembaga Tertinggi Negara in casu
MPR sejak tahun 2009 dan ditetapkan hanya sebagai LEMBAGA TINGGI
NEGARA maka kedaulatan sudah berada pada PEMOHON bukan pada
Anggota DPR dari Partai Politik dan bukan pula pada Anggota DPD sehingga
sepatutnya pada waktu MPR bermaksud meletakkan Pasal 6A ayat 2
sepatutnya mememinta terlebih dahulu persetujuan dari PEMOHON
mengenai Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum dengan demikian harus
dinyatakan konstitusi tersebut telah bertenangan dengan Pembukaan UUD
1945 dan Pancasila

9. PEMOHON mengetahui pemilihan Walikota/ Bupati (kecuali ke-5 Walikota di
DKI Jakarta), Gubernur (Kecuali DIY) dan Anggota DPD tidak berasal dari
pencalonan partai politik dengan demikian dalam pemilihan presiden
berikutnya sudah dapat dilaksanakan juga karena adalah suatu pemaksaan
hukum_jika untuk menjadi Presiden/ Wakil Presiden hanya berasal dari
pencalonan partai politik sehingga yang mengatur Presiden pada akhirnya
adalah partai politik (ketua/ pengurus partai) sementara Presiden dan Wakil
Presiden seharusnya bebas dari pengaruh orang lain dalam mengelola dan
menjalankan Konstitusi UUD 1945

10.PEMOHON telah mempelajari dan mendiskusikan mengenai Pasal 6A ayat 3
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara
lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia
» Suara lebih dari 50%

» Memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi (17 provinsi)
» Di 17 provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20%

selanjutnya dalam keadaan tidak sesuai dengan isi Konstitusi pasal 6A ayat 2
dan 3 maka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden” maka ternyata Ir H
Joko Widodo dan Prof Dr HC KH Ma'ruf Amin tidak memenuhi konstitusi
karena memiliki suara dibawah 20% pada Provinsi Nangro Aceh Darusalam
dan Provinsi Sumatera Barat dan menang di 21 Proovinsi dari 33 Provinsi
~ yaitu Provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan
Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur,
- Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah,
KepUlauan/ Riay, Papua Barat, DKI Jakarta, Sunatera Utara, Maluku; dan|

Papua sehmgga dengan déemikian KONSTJTUSI tldak dapat membenkan '_ |

!
! perljnqungan kepada PEMQHO — i :

[ - | y = 3 | | '
1.1 PEMOHON telah membaqa dan mendlsku31kan mengenal Pasal BA ayat 4

' “Palam-hal-tidak-ada- pasangan calon Presiden ‘dan Wakil Presiden terpilih;~

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan _

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik | 'sebagai F’re5|den dan Wakil
Premden yang ;iimaknal kopstltua null Yand | void karena memberlkan
qultlmasi PEMILU hanya untuk 2 (dua) caton sehmgga konstitusl pasaf SA"
' ayat 3 tidak| bermakna padT 2 (dua) calon t?rpillh | = 1+ 7 7 4
I 1 ] . f . { | "" F |

\ ' | T F, |

__I '_ ) St A : . ._E | - IL........_,.... o Lo

S— bt R’ I...
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12.PEMOHON berpendapat dengan isi dari MPR mayoritas partai politik maka
telah mengabaikan kepentingan PEMOHON yang dilindungi oleh Konstitusi
sehingga melalui permohonan ini menyatakan norma Undang-Undang nomor
7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan perlindungan
secara seimbang antara Partai Politik dan Rakyat
13.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak pernah memberikan
kesempatan kepada PEMOHON untuk maju sebagai Calon Presiden atau
Calon Wakil Presiden sehingga dengan demikian jelas terjadi pelanggaran
konstitusi sehingga dengan demikian seandainya norma memuat calon
independen berdasar kepada Konstitusi selain pasal 6A ayat (2) maka
sepanjang tidak ada yang mengajukan PUU ke hadapan Mahkamah maka
norma tersebut akan tetap sah

14.PEMOHON meneliti terhadap Surat Putusan Mahkamah nomor 50/PUU-
XI1/2014 terhadap norma pasal 159 UU 42 tahun 2008 maka sangat jelas
norma sudah mencerminkan kostitusi dan ternyata oleh Mahkamah
mempertimbangkan dari pandangan yang lain / konsitusi lain sehingga
dengan demikian guna memecahkan kebuntuan pencalonan hanya 2 (dua)
pasangan yang telah terbatas pada partai politik maka memberikan ruang
kepada rakyat adalah suatu terobosan konstitusi

15.PEMOHON tidak akan mengajukan batu uji permohonan terhadap pasal 6A
ayat 2 sehingga dengan demikian tidak ada alasan dalam PUU guna
menyatakan pengujian inskontisional karena pernyataan inskontisional hanya
terhadap batu uji yang diajukan oleh PEMOHON

16.PEMOHON merasakan perpecahan cebong dan kampret yang mana menjadi
terbelah dua masyarakat sehingga hal ini telah merusak sosial sehingga tidak
baik untuk keutuhan NKRI !

17.PEMOHON merasakan akibat sinergi antara PRESIDEN dengan DPR/MPR
telah merugikan masyarakat diluar trias politika karena segala sesuatu dapat
dilanggar sebagaimana penangan COVID-19, memasukkan TKA Cina dalam
situasi PSBB, omni ombus law, pembuatan UU, pembuatan perpu dan
seterusnya sehingga perlu diberi ruang kepada Masyarakat untuk maju tanpa
melalui partai

18.PEMOHON melihat untuk menjadi Menteri, Ahli, Komisaris/ Direksi BUMN dan
- lainnya hanya untuk mayoritas kelompok dari Partai Politik sehingga dengan
~ demikian Pemerintah telah dikuasai oleh Partai Politik dengan demikian perlu
terobosan dalam pencalonan dan PEMILU Presiden

19.PEMOHON memahami adanya perbedaan dasar PUU a-quo dengan
\ /| beberapa PUU Tain mengenai calon Pasangan Calon Presiden dan Wakil'|
\/ | Presiden qer#e_"pra{ngarj atau independendi [uar;usuign partairpolitk yang | |
' | pernah diajukan uji materi dan di putus oleh Mahkamah I{ong.tituslr dalam
’ Putusan Noryior 007/PUU-112004 tanggal~23 Juli~2004, Putusan Nomor |
| _-,_054!I?UUII{20P4 tanggal6, Oktober 200!{. Putusan~Nomor 057/PUU-11/2004 "
~! ltanggal6 Oktober-2004-dan-Nomor 56/PUU-VI/2008 tangdal 17-Februari-2009~

yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dalam

pertimbangan putusan-putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (pada _

= pokoknya)telah mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil

%

/! Presiden adalah' hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstftusi sesuai |
|(— Jdendan ketentan Rasal 27 ayat (1) dan, Pasal 28D ayat (3) UUD| 1945/ |

' sepanjang memenuhi per%("arEitan sebagai'r__n"einal diatur dalam| Pasal 6 dan

.| | PasallBA Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan galii melaksanakan hak™| |
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termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak
konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak
konstitusional warga negara, in casu para Pemohon, untuk menjadi Calon
Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945,
sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD
1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan
prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang
berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia perseorangan atau
calon independen di luar Pasangan Calon yang diusulkan Parpol atau
gabungan Parpol

Dengan telah disebutkan PUU terdahulu tersebut yang berbeda UU/ Norma
yang dimohonkan dan kerugiannya maka sepatutnya kerugian konstitusi dan
alasan terjadinya kerugian dan dasar hukum kerugian menjadi pendorong
permohonan a-quo yang tidak akan pernah mengajukan batu uji pasal 6A
ayat 2 UUD 1945

Berdasarkan ke-19 uraian di atas maka PEMOHON dapat menyatakan yang

berikut ini

V.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon telah dapat membuktikan terlebih
dahulu sebagai pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya norma dimohonkan untuk diuji—

Jelas konstruksi adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan
konstitusi sebagai dampak dari diberlakukannya norma yang dimohonkan
untuk diuji

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang
diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi
dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor
006/PUUINI/2005 dan Perkara Nemor 011/PUU-V/2007.

Pemenuhan. hak konstitusi akan dapat diperoleh pada keadaan negara stabil
oleh Presiden Ir H Joko Widodo dan Prof Dr HC KH Ma'ruf Amin dan
dengan demikian menjadi kewenangan Mahkamah guna menyatakan norma
dapat diterima walupun akan tidak bersesuaian lagi dengan konstitusi
sepanjang menurut pikiran Mahkamah untuk keutuhan NKRI, pelaksanaan
Pancasila dan pembukaan UUD 1945 yang tidak pernah dimodifikasi
(amandemen) oleh Partai Politik maupun oleh-Majelis Permusyawaran Rakyat
(MPR). Dan dengan telah dirubahnya struktur / hirarki MPR menjadi sama
dengan Lembaga Tinggi Negara yang lain in casu MK maka sepatutnya apa-
apa ' yang menjadi pendapat Mahkamahterhadap KONSTITUSI menjadi
menglkat KONSTITUS! tersebut dengan sendirinya :

. ARGUMEN KERUGIAN KONSTITUSI

Bahwa, terhadap permohonan pengujian atas Pasal 1 angka 28; Pasal

221; Pasal 222; Pasal 226 ayat (1); Pasal 230 ayat 2; Pasal 234 ; Pasal 269 ay 1

dan ay 3; Pasal 427 ay (4) dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran| Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dimohonkan
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karena untuk kepentingan keutuhan dan rasa nyaman warga negara jika antara
Eksekutif dan Parlemen bukan berasal dari partai sebagaimana sekarang maka
partai berkuasa dapat segala-galanya di Kepresidenan dan Parlemen
sebagaimana peristiwa KPK yang tidak dapat masuk ke Kantor PDIP dan
seterusnya demikian juga masuknya TKA Cina dalam keadaan covid-19 atau
pembuatan perpu sampai kepada mengatur anggaran covid-19 tidak memerlukan
persetujuan parlemen maka hal ini benar-benar telah menantang PEMOHON
untuk memperbaki ketatanegaraan dengan cara menjadi Presiden atau Wakil
Presiden sehingga tidak lagi dengan orasi atau demonstrasi jalanan

Bahwa, berdasarkan fakta sejarah kebangkitan Indonesia dimulai tahun
1928, 1945, 1966, 1998/9 maka masa tersebut adalah 17 tahun, 21 tahun, 32
tahun dan dihitung tahun 2020 adalah 21 tahun dengan demikian juga dilihat dari
rentang waktu maka sepatutnya ganti baju atau ganti menu harus terjadi dalam
pemilihan presiden dan wakil presiden secara konstitusi di era digital 4.0 (four
point O) agar pertumbuhan NKRI menuju kesempurnaanya

Bahwa, kekuatiran pembuat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017
dalam pengambilan sumpah atau pelantikan untuk Presiden/Wakil Presiden
terpilih dari calon yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik tersurat jelas sebagaimana pasal 428 dari UU 7 tahun 2017 yang berbunyi-

(1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden. '

(2) Dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Fresiden terpilih
bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih.bersumpah
menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan
Mahkamah Agung. '

(4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih

Kekuatiran tersebut telah menjadi norma karena Presiden Terpilih dan Wakil

Presiden Terpilih yang tidak disetujui oleh MPR, DPR maka tidak akan

melakukan persidangan karena suatu kenajisan hukum jika tidak dapat bersidang

menjadi norma karena keadaan darurat dan lain-lain paska pemilihan presiden/

wakil presiden tidak pernah akan terjadi karena dilakukan secara serentak. Dan

- ,.'_‘tmtulg_'”h“ﬁrma pasal pasal 428 dari UU 7 tahun"2017 dapat terjadi maka sudah | ”"]

./, lepat PEMOHON mengajukan diri menjati’ Presiden atay Wakil Presiden Terpilih | | |

'; arena norma dibua untuk keadaan nyata bukan keadaan imajinasi karena |

. /| telah menyimpang! dari Iﬁohétitﬂ:si pasal |3 ayat 2 yang menyatakan ‘Majelis || J

ermusyawaratan | Rakyat | melantik | Presiden | dan/atau = Wakil |
~Presiden’-(perubahan ke-3'dan-ke-4) — . L —

Bahwa, mengenai dana kampanye vide pasal 325 ay (1) telah _
= membebaskanpartai-politik-yang-bertanggung, ja'wap terhadap dana kampanye |
[/~ dengan demikian | menjadi |sia-sia pencalohan |oleh’ partai kare '.5|'1l tang; |
L [1——~-i bertanggung jawab /adalah Calon Presiq'enf-, dan iWal:;il |Presiden s mentara/l |
Y J-di!ietahu{ oIJehlPIEMOHQN: kBRuatan dan kefpenangan Calon adalah dalam _
- I MM \T §y - r | I ¥ A | > ' 4 [ I

| i r
ad 7 LIOL/S oJ L L) ] L) &7 .0 1§
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diketahui oleh PEMOHON sebagaimana berikut ini

pendanaan kampanye dengan demikian secara kasat mata partai politik dapat
dinyatakan sebagai biaya

Bahwa, mengenai UNDANG-UNDANG A-QUO telah secara patut pula

Mencabut :

a. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

¢. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden

Telah dilakukan uji materiil oleh MK sebagai berikut:

1 bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK
No. 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018
* menyatakan Frasa “telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1)
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
* menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2 bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK
No. 61/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 menyatakan Pasal 557 ayat (2)
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tldak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK
No. 66/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 menyatakan Pasal 571 huruf d
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah
Konstitusi - Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018
menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf | bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah
Konstitusi - Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018
menyatakan

..* frasa “3. (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢

bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat
* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ bertentangan dengan UUD NRI 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
~_Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b _bertentangan.
/ dengaer D N{I 1945 dan tidak mémPunyal kekuatan hukum mengikat | } :'

w

F-9

w

| frasa “3 (tiga) rangg dalam Pasal 52 ayat (1) pertentangein dengan UUD L
NRI 1945 da tldaRl r'qempunyal kekuatan/ nukum mengikat | secara
I | bersyarat éeparluang tld‘ak dimaknai*5 (llma)orang \ | i ]

* [kata'"hari”| dalal’n Pasall468 ayat (2)_b rtentangan dengan[UUD NRI 1945 f
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “hari kerja"

. Pasal .10 ayat (3) sepanjang frasa ~“dan jumiah anggota KPU--
Kabupatem’Kota” dan Lamplran | sepanjang rmman 1abe| "Jumlah Anggota
KPU Kabupatep/Kota" -

J é-! '-. | ! [ II .l
iv‘ ~\rF ]/ [

HEgmy e

1 | E: \ | | |
! | [ i |
P § g ' i
1 i l | | i
| kd I | ] K )
f |

|

| [ |

| ] [ W | [ = | a
MU/ ]
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A,

i 1945 secara keseluruhan.

Bahwa, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden
dilaksanalkan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang
memperoleh dukungan kuat dari masyarakat bukan dari partai politik atau
gabungan partai politik saja sehingga rnampu menjalankan fungsi kekuasaan
pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden
dan Wakil presiden dalam Undang-Undang a-quo belum menegaskan sistem
presidensiil yang kuat dan efektif agar tidak terjadi seorang Calon Presiden atau
Wakil Presiden dan atau partai politik/ gabungan partai politk yang kalah
menjadi Menteri atau masuk dalam jajaran Presiden dan atau Wakil Presiden
yang menang karena hal ini merupakan kenajisan politik di mata PEMOHON
karena Presiden dan Wakil presiden terpilih hanya perlu memperoleh legitimasi
yang kuat dari rakyat dan tidak ada kepentingan demokrasi dalam rangka
mewujudkan efektivitas pemerintahan (eksekutif) juga diperlukan basis
dukungan dari DPR karena cukup jelas fungsi dan kewenangan masing-masing-

Bahwa, dukungan partai politik atau gabungan partai politik menurut
PEMOHON tidak lagi sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan
kedaulatan rakyat, serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan
melalui_sistem pemerintahan presidensiil yang menjadi lebih efektif dan lebih
stabil karena terjadi kerugian konstitusi, kerugian hukum dan kerugian materil/
imateril secara langsung akibat kolusi Lembaga Presiden dan Lembaga DPR
sebagaimana terjadi beberapa kali di Mahkamah Konsitusi melakukan PUU
oleh elemen masyarakat karena tidak terjadi pemenuhan persyaratan atau
seleksi awal yang tercermin dari masyarakat dengan menunjukkan
akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon Presiden dan Wakil
Presiden sehingga norma telah melanggar hak konstitusi PEMOHON

Bahwa, perlunya seorang calon Presiden dan Wakil Presiden yang
berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat
dipertanggungjawabkan (tidak dibatasi calonnya / mencalonkan) guna
mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila
dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga perlu
dikesampingkan norma a-quo yang diskriminatif dan bertentangan dengan
hak-hak konstitusional sehingga PEMOHON dengan merangkai argumen
permohonanya agar dapat diterima oleh Mahkamah dan stakeholder sehingga
berpendapat bahwa pasal-pasal/ norma tersebut bertentangan dengan UUD

Bahwa UUD Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan tata cara pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden. Oleh karena itu pengaturan lebih lanjut diamanatkan diatur dalam

seblah undang-tndang uUntuk menjamin pelaksanaan| Pemilli Presiden) dan |

Wakil Rresiden yang berkualitas, memenuhi derajat Kompetisi jyang sehat, | |
partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuaildengan perkembangan

demokrasi dan’|dinamika’ masyarakat crala"in kehidupan berbangsa dan
berpegara, dengan demjikian |perubahan | ke-3 Konstitusi yang  dibuat Jatau |

disusun-oleh-para-politikus yang berasal atau terikat-dengan partai politik-sudah~

melakukan pengkebirian hak warga negara dengan menyatakan calon presiden

dan wakil presiden diusulkan/ dicalonkan ari partai politik atau gap_gg_gan partai__
politik yang—rpana_:setlelah;aqa;ny.‘ei perubahan Qatar{;g tupuh UUD, 1945 dlenga_;ﬁ A
membubarkan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara maka kedallatan telah; |

dikembalikan| kepada Bal{ya{"g;arig tidak menjadi bagian dari'partai 'po]itik} yang/|

......
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berkeinginan mencalonkan dirinya menjadi Presiden atau Wakik Presiden tidak
melalui partai sehingga PEMOHON mengajukann PUU dengan

membandingkan Konstitusi berikut ini

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

()

(8)

9)

Pasal 1 ay 3;
Negara Indonesia adalah negara hukum (perubahan ke-3)

Pasal 4 ayat (1)
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6 ay 1 dan ay 2;

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil
Presiden (perubahan ke-3)

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih
lanjut dengan undang-undang.(perubahan ke-3)

Pasal 22E ayat (1);

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara
Indonesia  sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil
Presiden.(perubahan ke-3)

Pasal 27 ayat (1);

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.

Pasal 28 D ay 1;

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.(perubahan ke-2)

Pasal 28 H ay 2;
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan.(perubahan ke-2)

Pasal 28| ay 2;

Setiap orang-berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.(perubahan ke-2)

Pasal 28D ayat (3);
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerlntahan (perubahan ke-2)
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(10) Pasal 28H ayat (2);
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.(perubahan ke-2)

Berdasarkan norma Pasal 1 angka 28 ; Pasal 221; Pasal 222; Pasal 225 ay 1, Pasal
226 ayat (1), Pasal 230 ayat 2; Pasal 231 ay 1, ay 2 dan ay 3; Pasal 234 ; Pasal 237
ay 1, ay 3; Pasal 238 ay 1, ay 3; Pasal 269 ay 1 dan ay 3; Pasal 427 ay (4) dari
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) yang diajukan dalam PUU a-quo maka senyatanya
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan merugikan pada usia PEMOHON telah mencapai ke-74 (tujuh puluh
empat) tahun

Hak untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden diusulkan oleh perseorangan
(independen) dari luar partai politk merupakah amanah Pembukaan UUD 1945
sebagaimana untuk pertama kali Ir. Soekarno — Drs.Moh.Hatta menjadi Presiden
tidak melalui PEMILU demikian juga Presiden Soeharta menjadi Presiden tahun
1966 tidak melalui PEMILU maka menjadi pertimbangan kepada Mahkamah
mengenai Pemilihan Presiden dan atau Wakil Presiden dibenarkan cara dan
mekanisme terjadi diluar Konstitusi

Hilangnya Hak Konstitusi untuk menjadi Calon Presiden dan atau Wakil Presiden
oleh MPR dalam perubahan ke-3 adalah penghianatan reformasi tahun 1998 (22
tahun yang lalu) maka dirasa perlu melalui Mahkamah melakukan reformasi tanpa
masa (berlakuka PSBB Covid 19) sehingga menjadi permohonan ini diajukan tepat
waktu, murah dan jelas sebagalmana hak konstitusional untuk PEMOHON
mengusulkan dirinya selaku pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh UUD
1945 sejalan dengan hak konstitusional warga negara. Hal ini dikarenakan kondisi
tersebut berada dalam konstruksi sistem kepartaian, di mana partai politik memiliki
fungsi rekruitmen politik untuk menempatkan kader-kader terbaiknya (bukan warga
negara yang bukan kader partai) menduduki jabatan politik, di antaranya adalah
Presiden dan Wakil Presiden

Demi terjadinya dan pencapaian perkembangan demokrasi dan dinamika
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka sepatutnya
Mahkamah mengabulkan permohonan PEMOHON untuk dapat mencalonkan dirinya
menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden pada pemilihan umum berikutnya setelah
PUU ini dinyatakan diterima dengan segala akibat hukumnya

D. PETITUM

1z M Mengabulkan germohonan F’emohor‘ _— —11++ 11
_1‘(2); Menyatakan bahwa materi muatan Pasal A angka 28 dari Undang- Undang r _-

Nompr omor i talhum201?' tentang {Pemlllhan Umum (Lembaran Negara

Republik | Ingonesm' Nomori6109 sepanj ng dimaknai berbunyl “Pasangan
' Calon Presiden dan' Wakil Presiden yang-selanjutnya disebut Pasangan-Calon-
adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
yang diusulkan oleh partai politik atau_gabungan partai potitik xang re:‘ah

(3) Menyatakan bahwa materi ;muatan Pasal 221, dari Undahg Und ang Nomor

= nomor, 7 hun 2017 tentan‘g PPmmhan Umum (LembaLran Negara ‘Rebubhkb.
. I Incfonesna Tahun 2b17 Norpdr 182, Tambahap I,.ern'baran [\legar% fRepubhk
! ;Indonesla Nomor 6109) sepanjang dlmakﬂal berbunyl "Cafon Pres.'den dan L\
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Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik " bertentangan dengan UUD 1945
(4) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 dari Undang-Undang Nomor
nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Pasangan Calon diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah
secara nasional pada Pemilu anggota DPR bertentangan dengan UUD 1945—
(5) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 225 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau
bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan
DPRD bertentangan dengan UUD 1945
(6) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 226 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Bakal Pasangan Calon
didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah
ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu bertentangan dengan UUD 1945—
. (7) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 230 ayat 2 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai KPU memberitahukan
secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai’ Politik yang bergabung dan
Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan
bertentangan dengan UUD 1945— :

(8) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “Dalam hal persyaratan
administratif bakal Pasangan Caloh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227
dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi. persyaratan dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) bertentangan dengan UUD
1945

! Menyatakan bahwa* materi ‘muatan Pasal 231, ayat'(2) dari"Undang-Undang™| |

y I Nomorunomor!“/ tahun 2017 tentang [Pe| ;Ilhén Umum (Lembaran Negara | | |

A ,1 1 Republli( IndoneSta|Tahun 2017 Nomor 82,/ Tambahan Lembaran Negara ' '
i

. Republlk Indonesia Nomor 6109) sepanjang dlmaknal "Prmpman Partai Politik |
| I arau para pfmpmam Padar Politik yang! bergabung dan/atau baka! Pasangan |
! J Gajon' menyerahkan “hasil - ‘perbaikan ~dan/atau~ kefengkapan persyaratan
administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada hari
keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan_hasil verifikasi sebaga:mana ~
7 dimaksud paqa ayat(1) bert ntangan dengan UUD 1945—— : \
{ 7(10) Me yatak n Lbahw.e] matan T‘nuafan Pasal 231 ,ayat (3) dal'l quang Undang ‘._
[ | Lnor no[lm or 7 hun 2017 t ntang Pemlllhan[Umuml L1emlparan, I\.IegaraJI \
\ } ublik ndp nas:a“' TahUn 2017 Nomor 1 2' i“l'qk bahan Lembaran Negéra '

A Li_:l_p!.li:lt'lk |ndonES|a Nomqr 6109) sepanjang dima ngl "KPU membentahukan
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(11)

(12)

(13)

(14)

”

ﬂ

r(16 Meﬁ‘yatakan bahwq r;naterl muatan aya{ 1, Pasa

' Calon berhalangan tetap bertentangan dengan UUD 1945
] Menyatakan bahwa7materi ‘muatan Pasal Pasal 238 ay 2 dan Undang- Undang i

secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para
pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling
lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan
persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 234 dari Undang-Undang Nomor
nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal salah satu calon dari
bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon
berhalangan teraf sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon
ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya
berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan
Calon pengganti bertentangan dengan UUD 1945
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 237 ay 1 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal salah satu
calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan
Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara,
Partai ‘Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau
Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah
satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak
salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap bertentangan
dengan UUD 1945
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 237 ay 3 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik sampai berakhimya batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan
Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU bertentangan dengan UUD.
1945
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 238 ay 1 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik. Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal salah satu
calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari
pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan

Nopor nomor | 7 tahun 2017 tentang lPemllihan Umum (Lembaran Negara
R?publlk Indones:a'Tahun 2017 Nomqr 182, Tambqhan Lembaran Negara

Republik| Indongesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal Partai Politik |
atau Gabungan Partai, Politik sampai berakhirnya batas ‘waktu sebagaimana |
dimaksud pada aya? (2)-tidak-mengusulkan calon pengganti, KPY menetapkan-

Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai

Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Pres.'den pada_ putaran@

kedua bertentangan dengan UUD 1945 - - '

269 darl Undang Undang

Nomor nomar 7 tahun 2017 tentang F’emjllhan]

Umun, (Lembaran, Negara/|

Republik Indonesm Tahun 2017 Nomor 182/ ]Tarnbahan Lembaran Negara

pub[lk lndonesua Eomor 6109 sepanjang dlmqknal Pafaksana&?(ampanye 1
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

| mengikat

Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau
Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi
penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil
Presiden bertentangan dengan UUD 1945
Menyatakan bahwa materi muatan ayat 3 Pasal 269 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam membentuk tim
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan
Partai Politik pengusul bertentangan dengan UUD 1945
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 427 ay (4) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik
menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua
bertentangan dengan UUD 1945
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 28 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai berbunyi “Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon
adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
yang diusulkan oleh partal politik atau gabungan partai potitik yang telah
memenuhij persyaratan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 221 dari Undang-Undang Nomor
nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai berbunyi “Calon Presiden dan
Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 dari Undang-Undang Nomor
nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Pasangan Calon diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah
secara nasional pada Pemilu anggota DPR tidak mempunyai kekuatan hukum

Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 225 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

. Republik, Indonesia’ Tahun' 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

(23)

Republik | Indonesia Nomor, 6109) sepanjang dimaknai | “Partai Politik atau
Gabungan Partai-Politik-dapat-mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau
bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan
DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Menyatakan bahwa materi-muatan Pasal 226 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Bakal Pasangan Calon

|didaftarkan oleh 'Partai Politik | atau Gabungan Partai Politik yang telah
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ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat

(24) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 230 ayat 2 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai KPU memberitahukan
secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan
Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat

(25) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “Dalam hal persyaratan
administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227

dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 3

(tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU
sebagaimana dimaksud dalam. Pasaf 230 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat

(26) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (2) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “Pimpinan Partai Politik

atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan

Calon menyerahkan hasil. perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan
administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada hari

keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

(27) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (3) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 ‘tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “KPU memberitahukan

secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para
pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling

lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan
persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
‘ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
(28) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 234 dari Undang-Undang Nomor
- nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
[\ [ ) Indpﬁema Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal salah satu calon dari |
.\ | bakal Easangan (,':a.-‘o atau kedua | | caglon ‘dan, bakal P sangan Calon
-VYI ' I,i { berhafangan teraf szimpar a‘engan 7 (tujuh) hari sebe!um bakal Lasangan Calon
LY d;ferapk n sebagai| cafon “Presiden dan Wakn' Pres;den; Partai. Politik ‘atau
v Gabung n Parta; aq;ofrrrk ryqngf bakal ca!dp atau,"baka! Pasa gan Cafonnya
berhalangan— terap “diberi kesempatan ‘untuk mengusb!kan bakal Pasangan—
Calon pengganti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
(29) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 237 ay 1 dari Undang-Undang _
~~ Nomer nomor 7 tahun 2017 tentang Pemlllhan[Umum (Lembaran ‘Negara
[ Repubhk Indonesla Tahun 201? Nomor 182, ,Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Ir\dlpneslai Nompr 61 09) sepanjang dlmaknai Da:'am hal  salah saru"

[ calon atau f?asénganl Calon' b rhafang tetap ejak penerapan Pasangan .
| [Calon sampa: dengan 60 (enamn puluh) aq sebe un] hari’ pemunguran suara, 1
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(30)

(31)

' (32)

(33)

| Nomor nomor

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau
Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah
satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak
salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 237 ay 3 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik sampai berakhimya batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan
Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 238 ay 1 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal salah satu
calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari
pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan

Calon berhalangan tetap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 238 ay 2 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan
Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai
Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran
kedua tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Menyatakan bahwa materi muatan ayat 1 Pasal 269 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Pelaksana Kampanye
Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau
Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi
penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil
Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Menyatakan bahwa materi muatan ayat 3 Pasal 269 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
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! Menifatakan bahwa matefi myatan Pasal 427 ay (4) dari Undang- Undang r
r7 ta’hun 2017 ‘tentang [Pemilihan’ Umum (Lembaran Negara |
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Demikian PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU) diajukan untuk
mendapatkan keputusan dari YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon KI GENDENG PAMUNGKAS
PARA ADVOKAT ANDITA'S LAW FIRM
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